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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi Arab-Latin 

1.1 Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel beriku: 

Huruf Arab Nama huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad s} es (dengan titik di bawah) ص

 Dad d} de (dengan titik di bawah) ض

 Ta t} te (dengan titik di bawah) ط

 Za z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى



 

 

 

 

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

1.2 Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـ ي

 fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh : 

 akiak : ك يْفَ 

وْلَ   h}aula : ح 

 



 

 

 

 

1.3 Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

َيَ ََ/ا َ

fathah dan alif  

atau ya 

a 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan ya i ي َ
i dan garis di 

atas 

 dammah dan wau Ū وَ 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   Mata : م 

م ى  Rama :  ر 

 Qalk :  ق يْلَ 

وْتَ   Yamutū :  ي م 

1.4 Ta marbutah 

Transliterasi untuk  ta marbutah ada dua: 

1.4.1 ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah [t]. 

1.4.2 ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 



 

 

 

 

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka 

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh :  

الأ طْف الَ  ةَ  وْض   Rauḍah al-aṭfāl :  ر 

ل ة َ الف اض  يْن ةَ  د   Al-madīnah al-fāḍilah :  الم 

ة َ كْم   Al-hikmah :   الح 

1.5 Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّن ا  Rabbana  ر 

يْن ا  Najjaina  ن جَّ

قَ   Al-Ḥaqq  الح 

جَ   Al-hajj  الح 

ِّمَ   Nu‘‘ima  ن ع 

 Aduwwn‘  ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i). 

Contoh : 



 

 

 

 

ب يَ   َarabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘  ع ر 

 ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)‘  ع ل يَ 

1.6 Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contohnya : 

 Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) :  الشَّمْسَ 

ل ة َ لْز   Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) :  الزَّ

 Al-Falsafah :  الف لْس ف ة َ

دَ   Al-Bilkdu :  الب لَ 

1.7 Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

وْنَ  ر   Ta’murunk :  ت أمْ 

 ’An-Nau  :   النَّوْءَ 



 

 

 

 

 Syai’un :   ش يْءَ 

رْتَ   Umirtu :   أ م 

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh : 

Fi z}ilal al-qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin  

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

1.9 Lafz al- Jalalah ( ّالله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh 

َاللَ َ  يْن  د    Dīnullāh     َب الل  Billah 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 



 

 

 

 

Contoh : 

ة َاللَ  حْم   Hum fi rahmatillah  ھ مَْف يَْر 

 

1.10 Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa ma muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid 

Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 



 

 

 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 

2. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

2.1 Swt. = subhanahu wa ta’ala 

2.2 Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 

2.3 a.s. = ‘alaihi al-sallam 

2.4 r.a = radiallahu ‘anhu 

2.5 QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

2.6  HR = Hadis Riwayat 

2.7  KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2.8  UU = Undang-Undang 

3. Daftar Transliterasi 

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :  

ة يْم  ر   Jarimah : ج 

 Qisyas : ق ص اص

ي ة  Diyat : د 

يْر  Ta’zir : ت عْز 

حَ   ش ر 

ر يْس   م 

: Syarah 

: Maisir 

 Ulil amri : أ ول يَالأ مْرَ 

ن اي ة  Jināyah : ج 

د وْد  Hudud : ح 
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ABSTRAK 

WAHDA SIDDA, Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi Tindak 
Pidana Di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab), 
(dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj Sunuwati), Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Parepare. 

Studi ini menguak tentang Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Grasi 
terhadap Ijtihad Umar bin Khattab. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi 
mendapatkan kekuatan hukum, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 yakni 
pasal 14 ayat (1) dan yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 junto 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan metode conten analysis yaitu dengan teknik yang digunakan untuk 
menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan dan 
dilakukan secara objektif dan sistematis dengan menggunakan pendekatan normatif, 
artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan 
menggunakan Undang-Undang, Al-Qur'an, dan Al-Hadist sebagai dasar hukum baik 
yang berlaku dalam hukum positif maupun yang berlaku dalam hukum islam. 

Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, menurut hukum 
positif bahwa presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap 
narapidana yang telah memperoleh putusan hukum tetap dari pengadilan dengan 
kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana penjara serendah-rendahnya 2 
(dua) tahun. Kedua, Ijtihad Umar bin Khattab selaku pemimpin atau kepala negara 
dalam mengampuni seorang pencuri dapat digaris bahwahi bahwa grasi menurut 
islam diperbolehkan dalam batas yang sempit dengan pertimbangan kemaslahatan 
dan hanya hukuman-hukaman ringan yang dapat diampuni oleh kepala negara. 

Kata Kunci: Hak Prerogatif, Grasi, Ijtihad 
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